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DISAHKAN OLEH KETUA 

NAMA SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-indang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan lnformas Publik 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 

4. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 61 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan lnformasi Publik 

5. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 

Layanan lnformasi Publik 

6. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 

Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik 

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun prograrn 

2. Mengetahuitugas dan fungsi Jabatan 

3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer 

4.  Mengetahui aplikasi komputer penyusunan RKA dan 

DPA 

KETERIKATAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah 1. Lembaran kerja 

2. Ruangan rapat internal 

3. Komputer, Printer, LCD, HVS 

4. Jaringan internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

• Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan 

informasinya selama 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 

hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga 

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi 

publik. 

• PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi pemilu 

dan pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya 

permintaan Informasi. PPID dapat memperpanjang respon atas 

permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari 

kerja, dalam hal belum dikuasai informasi yang dimohonkan 

dan/atau belum dapat memutuskan status informasi yang 

dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan. 

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa 
softcopy/hardcopy. 

 



PENGESAHAN 

 

 
1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan komisioner, sekretaris,setiap bagian / sub 

bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan : 

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; 

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 

c. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan KPU; 

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 

e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 
 

f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik 

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN2015 tentang Struktur 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
 

g. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan 

dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU; 

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format 

Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

 
j. Perubahan / revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini. 

 
2. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dalam rangka penyusunan dan pengisian Daftar Informasi Publik 

KPU Kabupaten Pati serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati 

 

Disahkan di Slawi  

Pada Tanggal      Februari 2024 



BAGAN ALUR SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI 
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